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Pengembangan bioenergi di Indonesia
Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel

Pesan kunci
•• Pengembangan biodiesel di Indonesia bertujuan untuk mengatasi masalah ketahanan energi, mengurangi penggunaan 

energi fosil, serta untuk mendorong perekonomian.
•• Produksi kelapa sawit nasional dinilai memadai untuk mendorong pengembangan biodiesel di Indonesia tanpa 

menimbulkan gangguan terhadap sektor pangan.
•• Industri biodiesel Indonesia masih belum beroperasi pada kapasitas penuh.
•• Kerangka kebijakan yang tidak saling mendukung, masalah terkait teknologi produksi biodiesel, pasokan bahan baku 

yang fluktuatif dengan kualitas yang kurang memenuhi standar, dan peran pemerintah daerah yang rendah merupakan 
sebagian tantangan bagi pengembangan biodiesel di Indonesia.

•• Instrumen ekonomi seperti pemberian insentif oleh BPDPKS mampu menggerakkan pemanfaatan domestik biodiesel.
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Pendahuluan
Dalam satu dekade terakhir, bioenergi menjadi sebuah topik 
penting di Indonesia. Terdapat setidaknya empat faktor 
yang mendorong perkembangan sektor bioenergi, yaitu: 
pertama, bioenergi dilihat sebagai salah satu solusi mengatasi 
permasalahan ketahanan energi (ADB 2009). Kedua, upaya 
Indonesia untuk memproduksi bioenergi didorong oleh motivasi 
untuk mendayagunakan energi bersih menanggapi kekhawatiran 
dampak buruk emisi gas rumah kaca (GRK) dari penggunaan 
energi fosil. Ketiga, pengembangan bioenergi dapat dijadikan 
instrumen pengendalian harga komoditas, termasuk komoditas 
pertanian (Agustian dkk. 2015). Faktor keempat, bioenergi juga 
hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong perekonomian 
lokal, regional, dan nasional melalui pembangunan pertanian. 
Pada pertengahan 2018, bioenergi menjadi isu penting di 
Indonesia, ketika pemerintah berencana untuk memperluas 
pemberian insentif untuk mencapai target bauran 20 persen 
biodiesel (Reily dan Ekarina 2018).

Salah satu produk pertanian penting di Indonesia dalam 
menghasilkan bioenergi adalah minyak kelapa sawit. Paling 
tidak, terdapat dua potensi energi yang dapat dihasilkan dari 
kelapa sawit, yaitu biodiesel dan biopower. Biodiesel dihasilkan 
dari pengolahan lebih lanjut minyak kelapa sawit, sementara 
biopower dihasilkan melalui penggunaan residu pengolahan 
tandan buah segar (TBS) sebagai bahan bakar pembangkit listrik. 
Selama ini kelapa sawit menghadapi kritik yang tajam terkait 
keberlanjutan dan ketahanan pangan (Sheil dkk. 2009, Dislich dkk. 
2016). Walaupun demikian, kelapa sawit dapat dipandang positif 
sebagai tanaman yang memiliki produktivitas cukup tinggi. 

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pengembangan 
biodiesel dan kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit serta 

dinamika ekonomi politik dan teknologi yang menyertainya. 
Tulisan ini juga membahas sejauh mana terdapat kondisi dan 
kendala serta kebijakan yang tidak mendukung pengembangan 
biodiesel di Indonesia.

Perkembangan sektor kelapa sawit di 
Indonesia
Pada tahun 2015, luas perkebunan kelapa sawit secara 
nasional mencapai 11,3 juta hektar, naik sekitar 25% dari 
lima tahun sebelumnya. Terdapat tiga tipe perkebunan yaitu 
perkebunan sawit swasta skala besar, perkebunan sawit rakyat, 
dan perkebunan sawit milik perusahaan negara dengan luas 
masing-masing sebesar 6,0 juta hektar, 4,6 juta hektar, dan 
0,7 juta hektar (Badan Pusat Statistik 2016). Daerah penghasil 
minyak sawit terbesar di Indonesia terdapat di wilayah Sumatra 
dan Kalimantan. Bahkan, 67% dari total perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia terdapat di Sumatra (Ditjenbun 2015). 
Produksi kelapa sawit yang besar ini tentunya menjadikan 
Sumatra dan Kalimantan sebagai wilayah yang sangat potensial 
dalam pengembangan produksi biodiesel.

Potensi kelapa sawit dalam mendukung pengembangan 
bioenergi, dalam hal ini biodiesel, sangat besar. Produksi CPO, 
bahan baku biodiesel, naik dari hampir 27,8 juta ton menjadi 
31,1 juta ton tahun 2015 (Ditjenbun 2015). Pada tahun 2016 
sekitar 3,4 juta ton CPO digunakan untuk biodiesel (USDA 
2017). Produksi minyak kelapa sawit dapat meningkat apabila 
upaya-upaya peningkatan produktivitas terus dilaksanakan. 
Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong intensifikasi, 
misalnya melalui moratorium atau penghentian pemberian izin 
perkebunan kelapa sawit baru, serta peremajaan kebun petani 
rakyat menjadi relevan dalam mendorong sektor perkebunan 
kelapa sawit menuju ke arah intensifikasi.
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Salah satu wilayah yang memiliki luas lahan kelapa sawit dan 
produksi CPO paling besar adalah Provinsi Riau (Ditjenbun 
2015). Pengembangan lokasi usaha biodiesel yang lebih baik 
memerlukan lokasi yang strategis, yakni lokasi yang dekat dengan 
sumber bahan baku serta infrastruktur yang memadai. Lokasi 
perusahaan pengolahan yang jauh dari perkebunan dan pabrik 
pengolah CPO akan meningkatkan biaya transportasi. Dengan 
total lahan yang luas, seharusnya Riau dapat menjadi pemasok 
biodiesel terbesar di Indonesia. 

Perkembangan sektor biodiesel di 
Indonesia
Produksi biodiesel naik dari 1,8 juta Kl pada 2011 dan mencapai 
puncaknya 2016 dengan capaian produksi 3,6 juta Kl. Walaupun 
produksi cenderung meningkat, kapasitas terpakai berada pada 
level di bawah 50% kecuali pada 2014. Untuk mencapai target 
tahun 2025, Indonesia perlu memproduksi 8,7 juta Kl biodiesel 
(Hidayat 2016). 

Sampai 2013, sebagian besar biodiesel yang diproduksi 
di Indonesia dipasarkan ke luar negeri. Uni Eropa menjadi 
tujuan utama ekspor biodiesel Indonesia. Namun pada tahun 
2014, ekspor menurun setelah Uni Eropa memberlakukan 
anti dumping pada November 2013 (Official Journal of the 
European Union). Tidak hanya Eropa, Amerika Serikat juga 
memberlakukan anti dumping atas biodiesel yang dihasilkan 
Indonesia pada tahun 2017 (US Department of Commerce 2017). 
Alasan penetapan anti dumping adalah bahwa harga biodiesel 
Indonesia dianggap dijual lebih murah dari harga dunia karena 
mendapatkan subsidi. Indonesia kemudian membawa kasus 
ini ke Organisasi Perdagangan Dunia pada 2014, dan Indonesia 
memenangkan gugatan atas Uni Eropa.

Selain anti dumping, kekhawatiran turunnya ekspor biodiesel 
dikaitkan dengan keputusan Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 
untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit untuk 
biodiesel terhitung mulai 2021. Keputusan ini diambil antara lain 
karena klaim bahwa sebagian CPO yang memasok industri 
biodiesel tidak dapat dijamin ketelusurannya (Austin dkk. 2017, 
Tarigan dkk. 2015). Klaim ekspansi penanaman kebun kelapa sawit 
di kawasan hutan yang memicu deforestasi dan emisi karbon, 
menjadi isu penting yang melatarbelakangi keputusan Parlemen 
Eropa tersebut (Transport & Environment 2016). Indonesia dan 
Malaysia menentang keputusan tersebut, dengan menekankan 
bahwa keputusan tersebut “melenceng dan bias terhadap 
kelapa sawit” (Kementerian Luar Negeri 2018). 

Terkait dengan pemanfaatan biodiesel dalam negeri, terdapat 
perubahan yang signifikan dalam periode 2016 dan 2017, 
yaitu periode setelah dibentuknya Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Konsumsi dalam negeri 
meningkat dari 860 ribu Kl tahun 2015 menjadi sekitar 3 juta 
Kl tahun 2016, walaupun menurun ke level 2,8 juta Kl tahun 
2017. Turunnya harga CPO di pasar global mendorong BPDPKS 
untuk memberikan insentif untuk menggerakkan konsumsi 
biodiesel dalam negeri.

Walaupun demikian, kontribusi Bahan Bakar Nabati (BBN) terhadap 
produksi energi nasional masih jauh dari harapan. Permen ESDM 
No. 12 tahun 2015 menetapkan kewajiban pangsa BBN terhadap 
BBM solar sebesar 20% pada tahun 2016. Berdasarkan laporan 
USDA (2017), tingkat campuran (blending rate) masih berada pada 
kisaran 10% pada 2016. Hal ini berarti bahwa belum semua dari 
tiga sektor, yakni sektor public service obligation (PSO) dan non-

PSO untuk transportasi, sektor industri dan komersial menyerap 
biodiesel. Dengan kata lain, konsumsi biodiesel secara nasional 
belum mencukupi untuk tercapainya target B20. 

Dengan kondisi ini sangat tampak bahwa biodiesel di Indonesia, 
selain pasokannya yang masih sangat kurang karena kilang 
biodiesel tidak beroperasi pada kapasitas penuh, distribusi ke 
semua sektor yang diwajibkan untuk menyerap biodiesel juga 
tidak merata. Dengan kata lain, biodiesel masih sangat sedikit 
menyumbang pada sektor industri dan komersial, dibandingkan 
sektor transportasi.

Tantangan pengembangan biodiesel 
di Indonesia
Ditinjau dari aspek penyediaan bahan baku, produksi kelapa sawit 
nasional sangat memadai untuk mendorong pengembangan 
biodiesel di Indonesia tanpa menimbulkan gangguan terhadap 
sektor pangan. Walaupun demikian, menjadi pertanyaan 
besar mengapa sektor biodiesel tidak berkembang dengan 
baik di Indonesia. Bagian ini membahas berbagai masalah 
yang memerlukan perhatian serius berbagai pihak terkait 
pengembangan biodiesel di Indonesia.

Menyelaraskan subsidi bagi minyak diesel 
dengan insentif untuk biodiesel  
Komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan  
biodiesel sudah tertuang dalam sejumlah peraturan 
perundangan. Akan tetapi, satu tantangan kunci adalah masih 
tingginya orientasi pada penggunaan bahan bakar fosil. Selain 
subsidi terhadap minyak diesel yang masih berlaku, subsidi atas 
biodiesel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
sebelum 2015 belum mampu merangsang minat produsen 
biodiesel. Setelah BPDPKS terbentuk, insentif bagi produsen 
biodiesel yang disalurkan lembaga ini berhasil meningkatkan 
penyerapan biodiesel oleh Pertamina. Namun, mengandalkan 
BPDPKS untuk insentif tidak dapat berlangsung selamanya, 
karena apabila sebagian dari ekspor minyak sawit teralihkan untuk 
memproduksi biodiesel di dalam negeri, penerimaan BPDPKS dari 
pungutan ekspor CPO dapat berkurang, dan selanjutnya dapat 
mengurangi alokasi insentif untuk pengembangan biodiesel 
(Pirard dkk. 2016).

Merancang penetapan harga biodiesel yang 
menarik produsen 
Satu tantangan lainnya adalah terjadinya peningkatan harga 
biodiesel yang dipengaruhi oleh peningkatan harga CPO, 
terutama pada saat pemerintah mengumumkan kebijakan 
mandatori biodiesel (GAPKI 2016). Hal ini menyebabkan semakin 
besarnya kesenjangan antara harga biodiesel dengan harga solar 
yang masih mendapatkan subsidi. Artinya, pemerintah harus 
mampu mengisi kesenjangan tersebut. Surat Keputusan Menteri 
ESDM No. 3239 K/12/MEM/2015 tentang Harga Indeks Pasar 
Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dianggap lebih realistis dan mengacu 
pada kondisi riil pasar domestik nasional Indonesia, terutama 
dengan menggunakan patokan harga publikasi Kharisma 
Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) untuk CPO unit Belawan 
dan Dumai. Dengan kebijakan ini diharapkan produsen biodiesel 
nasional lebih termotivasi untuk berproduksi. Permasalahan 
harga tersebut menunjukkan pentingnya mendapatkan kejelasan 
tentang apa dan berapa banyak kompensasi yang ditanggung 
baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun produsen biodiesel.
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Penetapan target dititikberatkan kepada 
sektor PSO 
Berdasarkan kebijakan pentahapan mandatori pemanfaatan 
bahan bakar nabati (Biofuel) sesuai Peraturan Menteri ESDM 
No. 12 tahun 2015, pada tahun 2016 target mandatori untuk 
sektor transportasi PSO dan non-PSO, industri dan komersial 
masing-masing 20%. Akan tetapi, target tersebut masih 
belum sepenuhnya berhasil dicapai, antara lain karena sektor 
transportasi non-PSO dan sektor komersial masih minim. Pada 
umumnya, yang melaksanakan mandatori penggunaan biodesel 
tersebut adalah perusahaan PSO karena saat kajian ini dilakukan, 
subsidi biodiesel oleh BPDPKS masih terbatas untuk sektor PSO. 
Pada tanggal 1 September 2018, telah diberlakukan Peraturan 
Presiden No. 66 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua 
atas Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 yang mengatur 
tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan 
kelapa sawit. Peraturan baru ini memperluas penggunaan 
dan pemanfaatan B20 untuk seluruh sektor (Non-PSO) dari 
sebelumnya yang hanya ditunjukkan untuk PSO saja.

Kurangnya peran pemerintah daerah  
Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
pemerintah provinsi mempunyai wewenang atas urusan 
penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan 
bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas 
penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun. Akan tetapi 
peraturan di tingkat provinsi terkait pengembangan biodiesel 
di daerah masih sangat minim. Di Riau, wawancara dengan 
sejumlah pihak terkait menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
masih memandang biodiesel adalah ranah kebijakan energi dari 
pemerintah pusat. Pemerintah daerah bahkan belum menerapkan 
kebijakan yang sesungguhnya potensial untuk dijalankan di tingkat 
daerah. Selama ini, ide tentang kebijakan untuk menyisihkan 20% 
produksi sawit untuk biodiesel masih pada tataran wacana di 
Kalimantan Timur dan bahkan belum ditemukan di Riau sebagai 
sentra produksi biodiesel nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah masih belum mendorong secara optimal 
berkembangnya biodiesel di daerah setempat. 

Guna mendukung keberhasilan mandatori BBN terutama 
biodiesel, pemerintah provinsi dapat membuat peraturan di 
tingkat daerah yang dapat mendorong perusahaan pengolah 
minyak kelapa sawit skala kecil untuk mengembangkan 
biodiesel melalui penyediaan sejumlah insentif, misalnya 
kemudahan pengurusan perizinan usaha. Dukungan dari 
masyarakat sipil dalam penggunaan biodiesel untuk berbagai 
aktivitas ekonomi pun masih tergolong rendah.

Konsekuensi beroperasi di kawasan berikat 
Sesungguhnya tidak ada hambatan di dalam kawasan berikat 
karena dengan berproduksi di kawasan berikat maka perusahaan 
tersebut dapat lebih efisien dalam berproduksi. Sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.04/2011 tentang 
Kawasan Berikat pasal 14 ayat 1, juga dikatakan bahwa 
perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat mendapatkan 
fasilitas berupa: (1) penangguhan bea masuk; (2) pembebasan 
pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang 
mewah (PPnBM) dan pajak penghasilan (PPh) impor; dan (3) 
pembebasan cukai. Menurut hasil wawancara dengan Dinas 
ESDM di Riau, tidak ada larangan bagi perusahaan biodiesel untuk 
menjual kelebihan listrik (excess power) kepada Perusahaan Listrik 
Negara (PLN). Walaupun demikian, penjualan kelebihan listrik 

mengalami kendala sulitnya perizinan, serta kesulitan perusahaan 
untuk memberikan jaminan kepastian pasokan kelebihan listrik 
kepada PLN karena berada di kawasan berikat.

Kontinuitas pasokan bagi pabrik nonkebun
Industri kelapa sawit di Indonesia memiliki banyak tantangan, dari 
isu tentang deforestasi sampai permasalahan banyaknya pekebun 
(smallholders) yang menanam kelapa sawit jauh dari pantauan 
pemerintah. Permasalahan seperti ini dapat menyebabkan kuantitas 
dan kualitas minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produksi 
biodiesel tidak memenuhi standar yang diharapkan pembeli 
(Mutiara dkk. 2009). Bagi PKS nonkebun yang mengambil TBS dari 
masyarakat, satu tantangan penting adalah ketidakpastian pasokan 
bahan baku. Perusahaan mendapatkan TBS secara fluktuatif, 
ditentukan oleh produktivitas petani sawit yang juga tidak mampu 
dikontrol oleh perusahaan. Selain kepastian pasokan, perusahaan 
PKS nonkebun memiliki risiko terkait legalitas lahan pemasok bahan 
bakunya. Terdapat banyak petani yang memasok kelapa sawit ke 
perusahaan PKS nonkebun yang tidak mempunyai dokumen legalitas 
lahan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan perusahaan karena 
minyak kelapa sawit yang diperoleh sebagai bahan baku akan sulit 
diidentifikasi sumbernya. Hal ini menjadi tantangan dalam menjamin 
keberlanjutan kelapa sawit itu sendiri yang menjadi syarat melakukan 
ekspor CPO maupun biodiesel berbasis kelapa sawit. Selain itu, karena 
jumlah petani yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah, 
sulit menentukan kuantitas bahan baku pembuatan biodiesel ini, 
serta PKS tidak mengetahui manakah petani yang legal dan tidak.

Kesimpulan
Kelapa sawit memiliki beberapa kelebihan dalam menyediakan 
platform untuk produksi bioenergi di Indonesia. Walaupun 
demikian, dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala yang 
menghambat industri biodiesel. Dilihat dari sisi produksi CPO, 
penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama 
biodiesel seharusnya masih bisa dipenuhi. Hal ini dikarenakan 
pemanfaatan CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 
saat ini masih sebesar 25%. Walaupun demikian, ada sejumlah 
tantangan yang menghambat pengembangan biodiesel di 
Indonesia. Pertama, produksi biodiesel kurang bertumbuh 
secara konsisten karena kerangka kebijakan yang ada tidak saling 
mendukung. Peran pemerintah dalam menyediakan subsidi bagi 
biodiesel dan menghapus subsidi untuk minyak solar menjadi faktor 
penting dalam menjamin kontinuitas produksi biodiesel.

Kedua, teknologi produksi biodiesel di Indonesia masih membawa 
beberapa masalah teknis, sehingga produksi biodiesel menjadi tidak 
sesederhana seperti yang diharapkan. Pembeli biodiesel di pasar 
domestik lebih berminat kepada biodiesel dengan kandungan 
asam yang lebih sedikit dan warna yang lebih bening. Selain itu, 
produksi biodiesel menghasilkan produk sampingan yang perlu 
penanganan lebih lanjut agar termasuk ke dalam kategori ramah 
lingkungan. Produsen biodiesel perlu membayar tambahan biaya 
untuk mengolah produk sampingan tersebut. Hal ini meningkatkan 
biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen biodiesel. 

Ketiga, dari sisi tata kelola, sebagian produksi biodiesel masih 
tergantung kepada pasokan yang fluktuatif dengan kualitas 
yang lebih rendah. Mengingat permintaan dunia atas biodiesel 
cenderung meningkat, penting untuk memastikan bahwa 
biodiesel dihasilkan melalui proses yang terlacak dan praktik-
praktik berkelanjutan. Proses penguatan Indonesian Sustainable 
Palm Oil (ISPO) dapat juga menjadi landasan untuk memperkuat 
kelestarian sektor biodiesel.
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Keempat, dalam kaitannya dengan pembagian urusan 
pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah 
di Indonesia, masih belum ada kesepahaman mengenai peran 
pemerintah daerah dalam sektor biodiesel. 

Semua faktor penting di atas perlu ditangani secara konstruktif 
jika industri bioenergi ingin memberikan sumbangan dalam 
pencapaian target pencampuran biodiesel dalam bahan bakar 
pada khususnya, serta sumbangan biodiesel dalam bauran 
energi jangka panjang pada umumnya. Pengembangan 
biodiesel seharusnya bisa menjadi instrumen kebijakan untuk 
menjaga kestabilan harga CPO Indonesia. Dengan mendukung 
pengembangan industri biodiesel, maka secara ekonomi 
kelapa sawit dapat mendorong tercapainya produksi minyak 
sawit sambil menekan dampak negatif terhadap lingkungan 
hidup pada kegiatan kelapa sawit nasional. Dengan kata lain, 
pengembangan industri biodiesel tidak hanya dipandang 
sebagai bagian dari upaya untuk menopang kemandirian 
energi nasional, tetapi juga mencapai produksi energi 
berkelanjutan serta mendorong produksi kelapa sawit yang 
berkelanjutan di Indonesia.
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